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P UT U S A N

Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sekayu  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Mengurus  Rumah

Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi

Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  selanjutnya  disebut

sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT,  umur  28  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Petani  Kebun  Karet,

pendidikan  SLTA,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Musi

Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  selanjutnya  disebut

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat  serta  memeriksa  bukti-bukti  di

persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Desember 2022

telah  mengajukan  gugatan  cerai  gugat  yang  didaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 851/Pdt.G/2022/PA.Sky, tanggal 05

Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah

pada  tanggal 26  Januari  2014,  tercatat  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera

Selatan dengan kutipan akta nikah Nomor NOMOR, tanggal  27 Januari
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2014,  dan setelah akad nikah Tergugat  mengucapkan sighat  ta'lik  yang

selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta

Nikah tersebut;  

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di

rumah orang tua Tergugat di Desa Kemang selama lebih kurang 01 (satu)

tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Kemang

selama lebih kurang 02 (dua) tahun, sampai kemudian berpisah;  

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan di karuniai 01

(satu)  orang  anak  laki-laki  yang  bernama  ANAK  PENGGUGAT  DAN

TERGUGAT, umur 07 (tujuh) tahun, anak tersebut berada dalam asuhan

Penggugat;  

4. Bahwa,  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  rukun  dan

harmonis selama lebih  kurang 01 (satu)  tahun,  akan tetapi  sejak tahun

2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran;  

5. Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dengan Tergugat adalah;    

5.1 Tergugat kecanduan narkoba;  

5.2 Tergugat malasa bekerja;  

5.3 Tergugat suka marah-marah tidak jelas;  

5.4 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah;  

5.5 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;  

6. Bahwa,  pertengkaran  terakhir  antara  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi pada tanggal 10 Mei 2016, gara-gara Tergugat tanpa alasan yang

jelas pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan pada saat itulah

Penggugat dengan Tergugat berpisah;  

7. Bahwa,  sekarang  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah

rumah  selama  lebih  kurang  06  (enam)  tahun,  selama  berpisah  rumah

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;  

8. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah tidak

ada usaha keluarga untuk merukunan Penggugat dengan Tergugat; 
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9. Bahwa  atas  dasar  uraian  diatas  permohonan  cerai  talak  telah

memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;  

10. Bahwa,  selama  ini  Penggugat  telah  berusaha  untuk  bersabar

dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah,

namun  keadaan  tersebut  tidak  pernah  menjadi  baik  dan  sekarang

Penggugat  tidak  sanggup  lagi  untuk  membina  rumah  tangga  dengan

Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;  

11. Bahwa,  dengan keadaan keluarga Penggugat  dengan Tergugat

yang demikian ini,  sudah sangat sulit  untuk menciptakan keluarga yang

sakinah  mawaddah  warahmah  dan  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk

dipertahankan;  

Berdasarkan alasan/dalil-dalil  diatas,  maka Penggugat  mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Sekayu  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa  dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya; 

 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

muka  sidang  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasa  hukumnya  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

menurut  relaas  Nomor  851/Pdt.G/2022/PA.Sky  tanggal  06  Desember  2022

yang  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR Tanggal 27 Januari 2014,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga Desa,

Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  bukti  surat

tersebut telah diberi  meterai  cukup, telah dinazegelen pos dan telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P; 

B. Saksi:

1. SAKSI  I  PENGGUGAT,  umur  36  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Musi

Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa,  saksi  kenal  Penggugat  dan  Tergugat  dan  memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai Bibi Penggugat; 

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada

tanggal  26  Januari  2014  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Sanga  Desa,  Kabupaten  Musi  Banyuasin,  Provinsi  Sumatera

Selatan; 

- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tingga bersama di

rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa,  saksi  mengetahui  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai  satu  orang  anak  yang  saat  ini  anak  tersebut  berada

dalam asuhan Penggugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat  pada awalnya rukun dan harmonis,  akan tetapi  kurang

lebih sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi; 

- Bahwa, saksi  mengetahui  antara Penggugat dan Tergugat sudah

pisah  rumah  sejak  6  (enam)  tahun  yang  lalu  sampai  dengan

sekarang dan sudah tidak bersatu lagi; 

 Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami istri; 

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada

harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

2. SAKSI  II  PENGGUGAT,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Musi

Banyuasin,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  di  bawah  sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

 Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki

hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga; 

 Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami

isteri  yang  sah  yang  menikah  pada  tanggal  26  Januari  2014  di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi

Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan; 

 Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tingga bersama

di rumah orang tua Tergugat;

 Bahwa,  saksi  mengetahui  dari  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat  telah  dikaruniai  satu  orang  anak  yang  saat  ini  anak

tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat

sudah tidak lagi harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sudah

pisah rumah sejak  2 (dua)  tahun setelah  menikah /  tahun 2016

sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat

dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi; 
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 Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami istri; 

 Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat

dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada

harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya

lebih baik bercerai; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan

Penggugat; 

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi

dan patut,  tidak datang menghadap di  muka sidang dan pula tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum

Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal

mungkin  menasehati  Penggugat  untuk  bersabar  agar  bisa  membina  rumah
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tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu

perkara ini harus segera diputuskan;  

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  maka  sesuai

Pasal  4  angka (2)  huruf  b  Peraturan Mahkamah Agung Republik  Indonesia

Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  perkara  ini

termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg.

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  majelis

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah

terbukti  menurut  hukum bahwa Penggugat  dan Tergugat  telah  terikat  dalam

perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 26 Januari 2014; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat

sebagai  suami  istri  yang  sah,  maka  Penggugat  sebagai  persona  standi  in

judicio memiliki  legal standing  sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa gugatan Penggugat  pada pokoknya adalah mohon

agar  Penggugat  diceraikan  dari  Tergugat  karena  sejak  tahun  2016  sampai

sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah bersatu kembali; 

Menimbang,  bahwa  di  persidangan,  Penggugat  telah  mengajukan  alat

bukti surat dan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil,

dan  keterangannya  didasarkan  atas  pengetahuannya  sendiri,  serta  saling

bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka sesuai dengan  Pasal 307 dan

Pasal  308  ayat  (1)  R.Bg,  kesaksian  tersebut  mempunyai  nilai  kekuatan

pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat

tersebut di atas telah ternyata dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat  yang  dikuatkan

dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1.- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga

Desa, Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 26 Januari 2014;

2.- -Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama terakhir

di  rumah  kediaman bersama,  telah  berhubungan  kelamin  (ba'daddukhul)

dan belum memiliki anak; 

3.-------Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak  tahun  2016,  dan  sampai  dengan  sekarang  tidak  pernah  bersatu

kembali;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  berpisahnya  Penggugat  dengan

Tergugat  telah  berpisah  sejak  tahun  2016  sampai  dengan  sekarang  tidak

pernah  kembali,  maka  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara

Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat

tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang

tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh

karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih

bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi: 

المـصــالـح؛ جـلــب على مـقـــدم المـفـــاســـد درء

Artinya:  “Menghindari  mafsadat  lebih  diutamakan  untuk  menjaga

kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa  Pasal  21  ayat  (2)  dan  (3)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

memberikan  batasan  bahwa  perceraian  dengan  alasan  Pasal  19  huruf  b

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b  Kompilasi

Hukum Islam dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat

meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan

atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  antara  Penggugat  dan  Tergugat

telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, tidak pernah hidup bersama lagi

dan tidak saling mempedulikan lagi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  telah  pecah dan tidak  ada harapan

untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti

dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf  b Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini; 

Menimbang,  bahwa  gugatan  Penggugat  termasuk  dalam  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan pasal  89 ayat  (1)  Undang-undang Nomor:  7

tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum

syara’, yang berhubungan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sejumlah. Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat  permusyawaratan Majelis Hakim yang

dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh kami Tony Abdul Syukur,

S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Siti Sofiyah, S.H.I. dan Fidya Rahma

Insani,  S.Sy. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  yang  sama  dan

dibantu oleh  Neno Ramadhaniswarga, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Tony Abdul Syukur, S.H.I.
Hakim Anggota

ttd

Fidya Rahma Insani, S.Sy.
Panitera Pengganti

ttd

Neno Ramadhaniswarga, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP : Rp.  60.000,00

2. Proses : Rp.  80.000,00

3. Panggilan : Rp.  600.000,00

4. Meterai                    :      Rp.              10  .000  ,00  

Jumlah Rp.  750.000,00 

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
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